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ABSTRACT

xistence of State Administrative Court with the authority and function as regulated in Law no. 5 of 1986 Act No. Jo. 9 of 2004 is one of the characteristics of the law state and becoming a beacon of hope for the people or citizens to defend their rights are harmed by the legal acts of state administration officials for a decision or policy issued.
         State Administrative Court (Administrative Court) became a means of legal protection for the people to carry out the function as one of the courts institution to run judicial power to uphold law and justice. Law enforcement and justice are part of the legal protection for the peoplKeywords: Existence, State Administrative, Legal Protection..
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Abstrak

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 merupakan salah satu ciri negara hukum serta menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi sarana perlindungan hukum bagi rakyat dengan mengemban fungsi peradilan sebagai salah satu badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan  hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat.

Kata Kunci : Eksistensi, Peradilan Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN
I
ndonesia adalah negara hukum, berarti dinegara kita hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam segi-segi kehidupan masyarakat. Segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh negara dengan perantaraan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara dari sejarah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya atau masyarakat, dimana pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk mengontrol secara yuridis tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan Perundang-undangan yakni, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 kemudian diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN).

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi pangkal sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Melihat defenisi tersebut, yang menjadi pangkal sengketa dalam PTUN itu sangat terbatas pada keputusan saja, dan inipun dipersempit lagi hanya keputusan TUN yang tertulis saja.

Hal ini berarti , tidak semua tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dapat digugat melalui PTUN. Tindakan-tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang tanpa keputusan TUN tidak menjadi objek sengketa tata usaha negara

Sebelum diundangkannya UU No.9 Tahun 2004, putusan Peradilan Tata Usaha Negara sering tidak dipatuhi pejabat karena tidak adanya lembaga eksekutornya serta lemahnya prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menyebabkan inkonsistensi sistem peradilan, setelah diundangkannya Undang-undang No.9 Tahun 2004 diharapkan dapat memperkuat eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Namun, dalam Undang-undang No.9 Tahun 2004 itu pun masih memunculkan pesimisme publik karena tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas keputusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam Undang-undang No.9 Tahun 2004 Pasal 116 ayat (4) yakni jika pejabat tidak bersedia melaksanakan putusan maka dapat dikenakan sanksi upaya paksa membayar sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.

 Eksekusi PTUN juga seringkali tertunda karena adanya upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sehingga memaksa majelis hakim menunda eksekusi, kalau eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka PTUN berwenang melaporkan kepada atasan yang bersangkutan, dan terakhir dilaporkan kepada presiden.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumusan masalah yaitu Bagaimanakah konsep dasar Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam negara hukum dan Bagaimanakah Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia.

Pembahasan
A. Konsep Dasar Peradilan Tata Usaha Negara


Peradilan Tata Usaha Negara sangat erat kaitannya dengan negara hukum. Istilah negara hukum sebenarnya sudah sangat populer, pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu rechstaat dan rule of law. Sebenarnya rechstaat dan rule of law mempunyai latar belakang yang berbeda meskipun pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi hak asasi manusia.

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelengara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan diatas hukum semuanya ada dibawah hukum. Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan.

Machfud MD menguraikan secara rinci ciri-ciri rechstaat dan rule of law. Konsep rechstaat menggariskan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Azazi Manusia

2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan

4. Adanya peradilan administrasi.

Sedangkan ciri-ciri dari konsep rule of law adalah :

1. Adanya supremasi aturan huum

2. Adanya kesamaan kedudukan didepan hukum

3. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dari perbedaan ciri-ciri tersebut diatas dapat diidentifikasi adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kedua konsep tersebut sama-sama berintikan perlindungan bagi hak asasi manusia, untuk itu harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan karena dengan demikian pelanggaran atas hak asasi manusia dapat dicegah atau diminimalisir. Tetapi dalam pelembagaan peradilannya keduanya menawarkan lingkungan yang berbeda Pada konsep rechstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan admisistrasi sebagai lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan dalam konsep rule of law semua orang dianggap sama kedudukannya sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Istilah rechstaat memang ada dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai kunci pokok dari sistem pemerintahan negara yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan (machstaat). Ini menunjukkan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun negara Indonesia adalah paham negara hukum.

Istilah rechstaat itu sendiri memang memberikan kesan bahwa orientasi konsepsi negara hukum kita adalah tradisi hukum eropa kontinental, tetapi jika dilihat dari Batang Tubuh Undang-undang Dasar Tahun 1945 justru kental dengan muatan ciri-ciri rule of  law. Menurut Machfud MD konsepsi negara hukum Indonesia merupakan konsepsi sintesis dari beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya, dengan kata lain konsep negara hukum Indonesia diwarnai secara campur aduk oleh konsep rechstaat dan rule of law.

Untuk menemukan acuan yang mungkin cocok dalam upaya menegakkan negara hukum indonesia, pandangan para pakar tentang spesifikasi konsepsi negara hukum pancasila dapat dijadikan salah satu alternatif. Inti dari negara hukum pancasila adalah penegakan hukum dan kebenaran bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal.

Menurut Philipus M.Hadjon negara hukum Indonesia berbeda dengan rechstaat maupun rule of law. Rechstaat mengedepankan wetmatigheid, rule of law mengedepankan prinsip equality before the law, sedangkan negara indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. 

Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum yakni terjadinya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, sedangkan sejauh mana menyangkut hak asasi manusia yang ditekankan bukan hanya hak dan kewajiban tetapi juga jalinan yang seimbang antara keduanya

Ide negara hukum pertama kali diperkenalkan oleh John Locke, kemudian Montesquieu,dan J.J Rousseau, kemudian ide tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Immanuel Kant. Untuk dapat disebut sebagai negara hukum diperlukan beberapa unsur, diantaranya adalah:

1.Pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang (wetmatigheid van besture)

2.Diakuinya hak-hak asasi manusia (gronrechten)

3.Adanya pembagian kekuasaan (machtsverdeling)

4.Adanya kontrol dari badan kehakiman (rechterlijke controle)
Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia sudah merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). 

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki cirri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, dengan kata lain , negara hukum pancasila ini muncul karena digali oleh proklamator negara dari adat-istiadat asli masyarakat di Indonesia secara keseluruhan yang heterogen dan majemuk berlandaskan asas Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai negara hukum sudah barang tentu segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada hukum. Hukumlah yang mengatur pembagian kekuasaan negara, tujuan negara dan cara pencapaiannya, demikian juga pembentukan badan-badan peradilan harus diatur dengan Undang-undang.

Dalam UUD 1945, dasar peradilan dapat ditemukan pada Pasal 24 yang mengatur bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Lain-lain badan Kehakiman menurut undaang-undang-undang.

2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Sebagai pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945, di undangkanlah UU No.14 Tahun 1970 Jo UU.No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat  2  UU.No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Agama

3. Peradilan Militer

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Tiap-tiap lembaga peradilan tersebut diatas mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga-lembaga peradilan ini mempunyai kompetensi absolute yang berbeda satu dengan lainya.

Suatu negara hukum harus ada suatu lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyatakan dengan suatu putusan, apakah tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan itu berdasarkan atas hukum atau tidak. Di sinilah Peradilan administrasi atau Tata Usaha Negara berfungsi untuk mengisi apa sesungguhnya makna negara hukum itu, dengan demikian undang-undang tentang PTUN sebenarnya merupakan suatu usaha untuk melengkapi sekaligus memenuhi ketentuan unsur bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.

Hampir di setiap negara, apa pun bentuk dan sistem pemerintahannya, terutama negara-negara modern yang menganut sistem demokrasi, senantiasa terdapat peradilan administrasi negara atau Tata Usaha Negara, di samping Peradilan Umum dan Peradilan yang lainnya, hanya bentuk dan sistem peradilannya saja saling berbeda satu dengan yang lainnya.

Peradilan Tata Usaha Negara, selain akan memperkokoh posisi negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, juga memiliki kebutuhan akan kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara memang sangat diperlukan, dengan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara maka akan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkokoh adanya kepastian hukum

2. Memperkuat kepercayaan rakyat terhadap administrasi

3. Akan lebih tepat memberikan keputusan berhubung dengan sifatnya yang khusus

4. Akan membantu pemerintah dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat.

Perwujudan Peradilan Administrasi atau Tata Usaha Negara diharapkan tidak sekedar hiasan bagi terpenuhinya unsur formal suatu negara hukum, tetapi justru demi tegaknya keadilan, kepastian hukum, persamaan didepan hukum, perlindungan terhadap harkat kemanusiaan sebagai makhluk Allah SWT yang sama hak dan kewajiban asasinya.

Selain itu keberadaan Peradilan Administrasi atau Tata Usaha Negara juga diharapkan benar-benar menjadi lembaga penyaluran dan pengayoman keresahan dan penderitaan rakyat, yang diakibatkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan kekuasaan, dan pelampauan batas kekuasaan.

B.
Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum.


Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara atau PTUN dalam suatu negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Karena itu secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.


Selain itu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (rechmatig), atau tepat menurut undang-undang (wetmatig) atau tepat secara fungsional (efektif) atau berfungsi secara efisien.


Sjahran Basah mengemukakan bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan pengayoman dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum.


Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif, artinya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.


Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. 


Dalam kajian hukum administrasi negara, tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Memberikan perlindungan teradap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.

2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang merdeka dan berada dibawah naungan Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Meskipun segala bentuk tindakan pejabat administrasi negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasi negara akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasi negara itu sendiri, maka norma-norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh sebab itu eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sesuatu yang wajib, dengan maksud selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai bentuk atau wadah perlindungan hukum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah.

Berkenaan dengan konsep perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia, sesungguhnya beranjak dari makna Pancasila yang berarti kekeluargaan atau gotong royong. Menurut Philipus M . Hadjon jiwa kekeluargaan ini dapat pula di sebut sebagai asas kerukunan, asas kerukunan tersebut melandasi hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya serta antara organ kekuasaan negara yang saatu dengan lainnya.

Atas dasar keserasian hubungan berdasarkan asas kerukunan, maka sedapat mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Hal itu karena musyawarah sebagai cerminan perlindungan hukum preventif. Musyawarah sangat besar artinya ditinjau dari perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah akan terdorong untuk mengambil sikap hati-hati, sehingga sengketa yang kemungkinan dapat terjadi dapat dicegah.

Sengketa yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU.No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada kenyataannya, sengketa administrasi negara muncul jikalau seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan. Pejabat administrasi negara dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan keputusan tadi menimbulkan kerugian.

Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap perbuatan hukum public pejabat administrasi negara yang melanggar hukum dikaitkan dengan keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga penegak hukum, sebagai wujud dari suatu pemerintahan yang baik.

Perlindungan hukum ini disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 UU.No.9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: 

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Berdasarkan aturan dalam Pasal yang tersebut diatas menunjukkan adanya unsur penegakan hukum bagi rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa disamping peradilan umum, terdapat Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan sarana perlindungan hukum bagi rakyat dengan mengemban fungsi peradilan. Fungsi tersebut dilaksanakan sedemikian rupa sehingga senantiasa menjamin dan menjaga keserasian hubungan antara rakyat dengan pemerintah yang tercermin dalam konsep negara hukum di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan uraian pada pembahasan terdahulu, maka dikemukakan kesimpulan, yaitu:
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan yang ada di Indonesia, Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu ciri negara hukum. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo undang-undang No.9 Tahun 2004. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan dan fungsinya menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi sarana perlindungan hukum bagi rakyat dengan mengemban fungsi peradilan sebagai salah satu badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan  hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat.
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